WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi
Perpanjangan [zin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,
maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan
17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Desar
dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);




Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor




119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161};

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang

Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berlaku pada Kementrian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5333);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5358);

12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014

tentang Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2014 Nomor 2);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015

Menetapkan

tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 35 Tahun 2015. tentang Perubahan atas
Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1




Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

I
2.

10.

11.

Daerah adalah Kota Pekalongan.

Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota
Pekalongan.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Pekalongan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan vang dimaksud
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yvang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, vayasan, organisasi
masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, yang
selanjutnya disebut retribusi perpanjangan IMTA, adalah pembayaran
vang dipungut oleh Pemerintah Daerah karena telah memberikan
perpanjangan IMTA,

Perpanjangan IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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13.

14:

15.

16.

7.

18.

19,

20,

2.
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(1).

Tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara
asing sesuai pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI
pendamping adalah TKI yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai
pendamping dan/atau calon pengganti TKA.

Pemberi tenaga kerja asing adalah Badan Hukum atau badan-badan
lainnya yang mempekerjakan.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan
tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi terutang.

Surat tanda setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat
keterangan bukti pembayaran.

Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/ atau denda.

Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Rencana penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut RPTKA
adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh
pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disyahkan oleh
Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Kartu izin tinggal sementara yang selanjutnya disebut KITAS adalah kartu
izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tingggal

sementara.
Hari adalah hari kerja.
BAB 11
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan
pelayanan perpanjangan IMTA bagi Pemberi Kerja TKA yang lokasi kerja
TKA-nya berada di Daerah.




2).

(3)-

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

a. melindungi TKA yang bekerja di daerah agar tetap memiliki izin untuk
bekerja serta dokumen lainnya yang wajib dimiliki oleh pemberi kerja
TKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengetahui keberadaan TKA, baik dari kesesuaian jabatan maupun
jumlah TKA sebagai pendukung data perencanaan tenaga kerja
daerah;

c. mendukung upaya meningkatkan sumber pendapatan asli daerah
sekaligus upaya perlindungan serta pengawasan ketenagakerjaan
yang lebih komprehensif.

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

a. prinsip dan sasaran perpanjangan IMTA;

b. prosedur perpanjangan IMTA;

c. ketentuan retribusi; dan
d

. pembinaan dan pengawasan

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 3
Perpanjangan IMTA diterbitkan untuk digunakan sebagai dasar
perpanjangan KITAS.
Perpanjangan IMTA dilakukan sesual dengan jangka waktu berlakunya
RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu)
tahun.
Setiap TKA yang diajukan untuk diperpanjang IMTA-nya harus memiliki
TKI Pendamping.
Pemberi Kerja TKA wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja
bagi TKI Pendamping untuk alih teknologi sesuai dengan kualifikasi
jabatan TKA.

BAB IV
PROSEDUR PERPANJANGAN IMTA
Pasal 4
Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan IMTA untuk
TKA atau beberapa TKA dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Format A Peraturan Walikota ini.




(2)

(3)

(4)

(1)

2)
(3)

(1)

2)

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat

30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu IMTA berakhir.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :

a. fotokopi IMTA yang masih berlaku;

b. bukti penyetoran Retribusi Perpanjangan IMTA asli ke Kas Daerah;

c. paspor TKA yang masih berlaku;

d. pas photo berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 4 x 6
cm sebanyak 2 (dua) lembar;

1]

foto kopi polis asuransi;

fotokopi keputusan RPTKA vang masih berlaku;

g. fotokopi surat penunjukan Tenaga Kerja Indonesia pendamping dan
laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI
pendamping, '

Apabila Pemberi Kerja TKA belum melaksanakan pelatihan untuk TKI

Pendamping pada saat mengajukan perpanjangan IMTA, Pemberi Kerja

TKA harus membuat surat pernyataan yang menyatakan akan melakukan

pelatihan ketrampilan dan Lkeahlian bagi TKI Pendamping sesuai

klasifikasi jabatan TKA vang didampinginya paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum masa berlaku perpanjangan IMTA berakhir.

Pasal 5
Kepala Dinas menerbitkan perpanjangan IMTA paling lama 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan lengkap.
Dokumen perpanjangan IMTA ditandatangani oleh Kepala Dinas.
Dokumen perpanjangan IMTA dipergunakan oleh Dinas sebagai dasar

untuk pendataan dan pembinaan TKA.

Pasal 6
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
belum lengkap, Dinas memberitahukan kepada Pemberi Kerja TKA.
Pemberitahuan kekurangan berkas disampaikan oleh Dinas kepada
Pemberi Kerja TKA paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal diterima

berkas permohonan perpanjangan IMTA.
Pemberi Kerja TKA wajib melengkapi berkas permohonan paling lambat 135

(lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).




(4)

(1).

(2).

(1)

(2)

(3)

Dalam hal kekurangan persyaratan sudah dilengkapi oleh Pemberi Kerja
TKA, Kepala Dinas menerbitkan perpanjangan IMTA paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 7

Permohonan perpanjangan IMTA dapat ditolak apabila :

a. Terdapat persyaratan yang kurang dan pemberi kerja TKA tidak
melengkapi kekurangan persyaratan tersebut terhitung sampai
dengan 15 (lima belas) hari sejak tanggal pemberitahuan kekurangan
persyaratan diterima oleh Pemberi Kerja;

b. Terdapat ketidaksesuaian jenis jabatan yang diisikan pada formulir
perpanjangan IMTA dengan jenis jabatan yang tertuang pada IMTA/
RPTKA; atau

c. Terdapat surat dari pihak Imigrasi, Kepolisian dan/ atau institusi
pemerintah lainnya yang secara khusus merekomendasikan
penolakan perpanjangan IMTA untuk TKA tertentu;

Surat penolakan perpanjangan IMTA tersebut disampaikan kepada

pemberi kerja TKA paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak

terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 8
Kepala Dinas menetapkan retribusi perpanjangan IMTA berdasarkan
perhitungan retribusi
Besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD.
Isi SKRD paling sedikit memuat :
a. masa retribusi;
b. nama, alamat, tanggal jatuh tempo pemberi kerja TKA;
c. nomor rekening setoran;
d. besarnya setoran,
e. uraian setoran retribusi;
Besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud
ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat)/ orang/bulan
dengan nilai kurs yang berlaku pada saat SKRD ditetapkan oleh Kepala

Dinas.




(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

SKRD yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk
pembayaran retribusi.

Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
diterimanya SKRD oleh wajib retribusi, dengan menyetorkan ke kas
daerah.

Bagian Kedua
Bentuk Tanda Bukti Pembayaran Retribusi

Pasal 9
Besaran nilai retribusi perpanjangan IMTA tertuang dalam SKRD yang
menjadi dasar bagi Pemohon untuk membayar retribusi perpanjangan
IMTA ke Bank Jateng Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Format huruf B Peraturan Walikota ini.
Retribusi perpanjangan IMTA dibayarkan oleh Pemberi Kerja TKA melalui
rekening Pemerintah Daerah.
Pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan
dikenakan biaya administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus)
dari besarnya retribusi yang harus dibayar setiap bulannya dengan
diterbitkannya STRD.
Retribusi yang telah dibayarkan diberikan STS sebagaimana tercanturn
dalam Lampiran Format huruf C Peraturan Walikota ini.
Tanda bukti penvetoran dari Bank Jateng Pekalongan dan syarat lainnya
sebagai dasar bagi Pemerintah Kota untuk mengeluarkan IMTA dalam
bentuk Keputusan Kepala DInas sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Format huruf D Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 10

Dalam hal TKA bekerja kurang dari jangka waktu berlakunya IMTA,
kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan kepada wajib retribusi.

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
pengembalian secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan
menyebutkan paling sedikit :

a. nama dan alamat wajib retribusi;




(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan retribusi; dan

d. alasan yang singkat dan jelas

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilampiri
dengan persyaratan :

a. IMTA asli;

b. Foto copy paspor ada bukti Exit Permit Only (EPO);

c. Foto copy KITAS terbaru; dan

d. SKRD asli.

Dalam jangka waktu 6 {enam) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Walikota atau pejabat
yang ditunjuk memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (5) telah terlampaui dan
Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,
permohonan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terhutang dahulu hutang retribusi
tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan,
Walikota atau pejabat yvang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar

2 9% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 11
Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap Pemberi
Kerja dan TKA dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku
Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pembinaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

3k

SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 11




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG RETRIBUSI

PERPANJANGAN 1ZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA
KERJA ASING

LAMPIRAN FORMAT :

A.  FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING (IMTA);

B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD);

C. FORMAT SURAT TANDA SETORAN,;

D. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERPANJANGAN
IMTA.

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAEEREAH,

¥r

SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 11




A. FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING (IMTA)

I. DATA PERMOHONAN IZIN UNTUK MEMPEKERJM{AN TKA :
1. Nama Perusahaan/ Instansi
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab
3. Alamat Perusahaan/Instansi
Nomor Telp dan Fax, email
. Tempat kedudukan cabang
Izin Usaha : a. Dari
a. Nomor
b. Tanggal g
6. Jenis Lapangan Usaha : oo
Kode Teknis :
7. Jumlah Tenaga Kerja : a. Indonesia : orang
b. Tenaga Asing : orang
8. Rencana penggunaan tenaga kerja : Sudah disahkan o
a. Nomor SK Pengesahan .
b. Tahun berlaku s/d

oL

II. DATA TENAGA KERJA ASING YFLNG AKAN DIPEKERJAKAN :
Nama
Alamat di Luar Negeri
Alamat di Indonesia
Kewarganegaraan
Nomor paspor
Tanggal Berlaku
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin -
Status Perkawinan : Kawin o Belum Kawin o
Pendidikan Tinggi *) :
Pengalaman Kerja ¥ : a.
b.
c.
10. Surat Izin Masuk/ Tinggal yang dimiliki :
a. Visa
- Jenis
— Nomor
Tanggal Dikeluarkan
Masa Berlaku :
b. Kartu Izin Tinggal Tﬂrhatas
- Nomor
- Tanggal Dikeluarkan
— Masa Berlaku -
c. Surat keterangan Lapor Dln [SKLD}
—  Nomor :
- Tanggal Dikeluarkan
— Masa Berlaku :
d. Surat Kartu Kependudukan
- Nomor
- Tanggal Dikeluarkan
— Masa Berlaku

G LNy

o

bl b




III. JABATAN YANG AKAN DIISI DLEH TENAGA KERJA ASING :
1. Nama Jabatan :
Level Jabatan : Direksi o Profesional o

Pimpinan Manajer 0  Supervisor ©
Penasehat/ Advisor o = Teknisi 0

2. Uraian Jabatan (Tugas, tanggung jawab dan wewenang ) :
3. TKI sebagai Pendamping TKA :

Pendidikan :

Pengalaman kerja :

Persyaratan untuk menduduki jabatan :

Diklat yang akan dilaksanakan kepada TKI :
Rencana waktu penggantian TKA kepada TKI :

e o

IV. KONDISI KERJA
1. Perjanjian kerja berlaku sampai dengan tanggal :
2. Fasilitas dan gaji yang diberikan :

a. Perumahan : Dapat o Tidak dapat o
b. Kendaraan : Dapat o Tidak dapat o
c. Gaji per bulan TKA : Us $

d. Gaji per bulan TKI :

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU

Demikian permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami
bertanggung jawab akan kebenarannya.

Tanda tangan dan nama terang
penanggung jawab di atas

Materai Rp. 6.000,-




B. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH {SKRDj

Pemerintah Kota Pekalongan SKRD Bt B
Dinas Perindustrian dan Tenaga (SURAT KETETAPAN |
o RETRIBUSI DAERAH)
Kerja J Majapahit N
- AR MASA :

Pekalongan Telp. (0285) 421731 TAHUN -
MNama £ st L R REREN e T R S A AL RS T EEESEL RS i TR alals
Alamat e R e i ol
NPWPD i 4 s 48 e A i 985 o e 0 £ SR S e R 4B e e
TanEE Al St FEM P, & s o e e e s e o S S R A TR s
No. KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI DAERAH JUMLAH (Rp)

S Jumlah

Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi
Jumlah Sanksi : a. Bunga
b. Kenaikan
Jumlah Keseluruhan

PERHATIAN :
1. Pembayaran dilakukan melalui bendahara penerimaan atau penyetoran ke rekening kas daerah pada Bank
Jateng
2. lika terjadi keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (persen).

Pekalongan,
Kepala Dinas yang membidangi tenaga kerja

3 R T P R e




C. FORMAT SURAT TANDA SETORAN

STS No.

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

Bank :
No Rekening :

Harap diterima uang sebesar Rp. ............... R G S

Sebagai

( )

penerimaan sebagai berikut :

Kode rekening ~ Uraian rincian obyek | Jumlah (Rp}

Total

Uang tersebut disetor pada tanggal ...............

Mengetahui bendahara penerimaan

Kepala dinas vang
membidangi tenaga kerja

ttd ttd

Nama Nama
Nip Nip




!

D. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERPANJANGAN IMTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI TENAGA KERJA

KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 560/

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Membaca
Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Surat dari........ Nomor .......... tanggal ...... .perihal ................ y
a.

b.

C.

Bahwa pengguna TKA telah mendapat surat pengesahan
RPTKA Nomor ..... tanggal ..... :

Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas di bidang
........ maka masih dibutuhkan Tenaga Kerja Asing;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b
perlu diterbitkan keputusan Kepala Dinas Perindustrian
dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan tentang perpanjangan
Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kota  Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan
Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republi Indonesia Nomor 551};

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang
ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat IT Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381};
Permenaker nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Permenaker nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan
Tenaga Kerja;




3. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014
tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing.

MEMUTUSKAN;
Menetapkan :
KESATU : Memberikan perpanjangan izin kepada :
Alamat :
Jenis Usaha

Untuk Mempekerjakan

Nama Tenaga Kerja Asing

Umur dan Tanggal Lahir

Kewarganegaraan

Jabatan 3

Lokasi Kerja :

KEDUA : Pemegang IMTA wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memberikan pendidikan/pelatihan ketrampilan kepada tenaga
kerja Indonesia pendamping dan melaporkan hasilnya kepada
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

2. Tidak akan memindahkan jabatan atau memperkerjakan pada
instansi lain tanpa seizin Menaker.

3. Pemberian kerja wajib melaporkan keberadaan Tenaga Kerja
Asing kepada Dinas/Kantor yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten/ Kota.

4. Permohonan perpanjangan IMTA diajukan selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya
IMTA berakhir.

9. Apabila dikemudian hari ternyata keterangan yang diberikan/
disebutkan dalam permohonan IMTA (TAZ2) tidak benar, maka
keputusan ini dapat dicabut.

KETIGA : Dalam hal pemegang IMTA tidak memenuhi Ketentuan peraturan
perundang-undangan dan atau atas permohonan pencabutan IMTA
dapat dicabut.

KEEMPAT: Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing sebagaimana
dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal .......
sampai dengan ............

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan /kekurangan dalam  penetapannya akan  diubah
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PEKALONGAN
Pada Tanggal

KEPALA DINAS YANG
MEMBIDANGI TENAGA KERJA




